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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah
untuk menyusun S5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan,
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat
Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang
diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali
dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal
RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat
daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan
Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga
mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja
Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin



keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2,

Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

disusun dengan berdasarkan pada:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
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17

18.

19,

Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor
2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
286);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
233);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024
disusun dengan maksud untuk:

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke
dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang
diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024
dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya
daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui

penerapan anggaran berbasis kinerja.



Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan

APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025, yang

dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2025;

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan

kegiatan Tahun 2025;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1

BAB 2

BAB 3

: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah,

serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah,
analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan

atau pokok-pokok DPRD.

: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan

kegiatan tahun 2025.



BAB 4

BAB 5

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat
Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian

sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

: PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan
dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan
urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan
Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam
RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari 5 program,
11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.
16.541.703.381 dengan fokus utama pada Peraturan Bupati
BanjarnegaraNomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja,Kecamatan memiliki tugas
membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk
melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut
dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah

yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam
meningkatkan Kualitan Pelayanan Publik

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang
Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data
administrasi kependudukan yang secara langsung melayani

masyarakat, dan tugas — tugas lain.



4. Keterbatasan Kemapuan aparatur kelurahan dan perangkat desa
dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi
DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam
mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).

6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-
masing.

Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam
melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-
program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan
kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan

keagamaan)

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2023, terjadi perubahan yaitu Penambahan pagu anggaran
program /kegiatan/sub kegiatan, - pada saat Perencanaan itu sampai
ke pada DPPKAD terjadi perubahan yaitu berdasarkan KUA PPAS
anggaran Kecamatan Banjarnegara menjadi 16.503.068.840.
perubahan Pagu Anggaran tersebut di berdasarkan Petunjuk dari
Bapak Bupati terkait urusan wajib yang menjadi prioritas , yang
akhirnya pada uruwan wajib Kecamatan Banjarnegara mendapat
Tambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok OPD antara
lain meliputi : Gaji, Air, Listrik , Telpon.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi
keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam
pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pada Kegiatan Tahun 2025
mengikuti perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Dasar
Rentra Tahun 2023- samapai dengan 2026 , terdapa perubahan
Indikator Utam yang mendukung menjadi tujuan camat
Banjarnegara , yang semua ada 3 tujuan menjadi 2 tujuan adalah
sebagai berikut :

Renstra Tahun 2017 — 2022 ada 3 tujuan

1. Nilai IKM Pada Tahun 2022 dari target 83, 5 tercapai 86,
2. Nilai SAKIP pada tahun 2022 mendapatkan nilai BB

3. Tersalurnya SPPT PBB dari target 100 %, tercapai 100 %



Renstra Tahun 2023- 2026
Ada 2 Indikator Sasaran Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
1. NILAI SAKIP Kecamatan
2. Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain
adalah:
1. Faktor SDM yang mendukung
2. Faktor Anggaran yang memadahi
3. Koordinasi Internal yang mendukung
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (jelaskan implikasi

dari poin di atas). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil
kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka
memepertahan capaian kinerja yang sudah baik dan untuk
mendukung kinerja para pemangku kegiatan agar lebih baik lagi,
dengan memperhatikan beberapa faktor , diantaranya:
1. Koordinasi masing — masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa

berjalan sesuai perencanaan

Anggaran yang mendukung kegiatan

Regulasi yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan

Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

10
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam  pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah

mengampu tiga. Indikator. Dari tiga indikator tersebut, satuberstatus

tercapai dan dua indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor

yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara

lain adalah:

1.
2.

Merencanakan target kinerja

Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target
kinerja

Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan
dikerjakan.

Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah
dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut,
telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

Melakukan Koordinasi Internal di tingkat OPD

2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan terhadap agar tercapai
tarjet kinerja.
Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel
berikutini:
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Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Realis
asi Catatan
Target Renstra Perangkat Daerah ; Proyeksi yr
No Indikator SPM/ w.ﬁmbam.ﬂ. IKK Capai Analisis
Nasional LPPD an
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 |2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) | (12) | (13) | (14)
Nilai SAKIP B BB BB BB BB BB ( BB BB BB BB
Kecamatan (70,80) | (71,00) | (71,25) | (71,50) | 70,45) | (70,80) | (71,0 | (71,25) | (71,50)
0)
Survei 83,2 |83,3 83,4 |83,5 |[83,6 |86,13 83,3 83,4 | 83,5 |83,6
Kepuasan
Masyakat
Kecamatan

*) Kolom 3 diisi berdasarkan [KK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Kewilayahan  Berdasarkan arah  kebijakan dan  prioritas
pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2023-2026, isu-
isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah untuk tahun 2025 mencakup urusan tersebut. Berdasarkan
arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup urusan tersebut.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam
meningkatkan Kualitan Pelayanan Publik ( baru sesuai cascading
)

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang
Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data
administrasi kependudukan yang secara langsung melayani
masyarakat, dan tugas - tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi
Kecamatan.

4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa
dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi
DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

S5 .Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam

mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).

6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-

masing.
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7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam
melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-
program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan
kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan

keagamaan)

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi
constraint dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian
indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan
hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik

2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi

3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi,
peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi
pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan
kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin
baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang
peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah,
yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi
sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,

2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang
mendukung suatu kegiatan

3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga
suatu kegiatan dapat di laksanakan.

4. Kebijakan - kebijakan yang bersifat mendesak yang
mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak
dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan
tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis.
Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil
analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara.
Isu-isu  strategis ini  berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan

masalah keberlangsungan pembangunan.
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu
pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.dan Peraturan

Bupati nomor 35 Tahun 2023 tanggal 12 juli 2023 tentang

penetapan RKPD tahun 2024 Berdasarkan hal tersebut, prioritas

arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada
tahun 2025 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja,
Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam
mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan
Pelayanan Publik
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang
di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

29



BS2(J UBURIULIIWSH
ele], ISensIuiupy
ISENNISe] Ip Sued

BS2(Q
UEYEIULIDWS BIE],

BS9(] UBUBIULIIWIY
Blg], Isellsiuiupy
ISe[ISey 1p Suedk

BS9(] UBYBIULIBWA]
BlB], ISENSIUTWPY

000'000°S ES3P UUWNOP YBWNL| sumsommfung oy | ISBISIUTWPY ISEIISBA 000°000°S BSap & USWINHOP YBJWNL| penSowsfizg ooy ISEJISE]
Bsa(g Bsa(]
eeda)y] By ereday] UBYIIWS]

UBBUBSHEB[o] UBBUBSHE[] BSag

e33uel WEEp exsduel urerep ereday ueyIuad

1sesey 1p Sued esa( eredoy] veyIIwIag iseyise 1p Suek ueeUBSHE[d

ESIp uawINHO[ YBIWNL| amSauwsfurg ooy | UBBUBSHE[3] ISEIIISE esap p Uawno(g YB[WN| pmisumfing 20y ISEYISEA
esa(g Bsa(g

ereday UBIMEBIag ereda)] uBInIBIag BSa(g

UEp BS2(] UBINIBIdJ uep esa(] UBINIBIg ereday] ueinieIag

exduel urerep esa( ereday ueinielad exduel WeEp uep BSI(] UBITIBI]

1selIse 1p Sued uep es9( ueInielad 1ISEY[ISE] Tp Suek weunsniuag

00000001 €SP + uswnxoQg yejunp UBUNSNAUIJ ISBIISEA 000°000°01 ES3p uswnsoJ yepume ISElISE,
€S ueyejULIawWag

BS9(] UEYBIULIAWSJ uesemesuag BS9(] UBYBIULIAWJ

uesemesuag BS9(] UBYBIULIIWad uep uBBUIquag uesemeSuag

uep URRUIqUIag uesemeduag UBp ISRUIPIOOY] UEDP UBBUIqUIDg

ISEUIPIOO}] UBBUIqUIdd ISBUIPIOOY] TED ISEPUIWONIY ISEUrpIooy]

Uep ISEPUSONay] UEp ISEPUSTONSY “ISBI[ISE] UEP ISEPUIWON}

000°000°S8 BSID | ‘ISBINISEA 9SBIUISID | nmiawmfing 29y ‘ISEJIISEL 000°000°S8 'SP ISRIUISIVG | pavSoussfiog o0y ‘ISBIIMISB I

€eS3( YEIUHImWag ©s3( eIUHIIUdg eS3( YeiurIauwag

uesemedusag BS9(] YBIUHIIWag uesemesuag uesemeduag

uep ureuIquog aesemedusg wep TED UBBUIqUIag UBp UBBUIqUWag

000°000°'S8 %001 9SBIVISI™ | rawSawnfuryg 2y TeBRUIquad weidoid 000°000°S8 %001 9SBIUISId | supSausfunyg o2y weidoid

€9%°'LOP'9LS 9T e % €9%°'L9P"9LS 91 it
ue 93] qn
uesueIaley] Jnexpu] ndeq 1033E], elzoury J03EMIPUL IS0 \umﬂauwonmm 1e8rey, efroury] 103Eq1PU] 1SExO0] J«M“M“Mm oN
/ meidorg Jryeyrpul ndeq / wreidoid

ueyningay] SISI[eUV [ISEH

AR [eAY BUBDUR




eAUURABIIM 1P
esag vedurdurepuad
ISBUIPIOOT] ISElIISE

eAUYRARIM
Ip Bsa(q uedurdurepuag

eduyelem p
esa(] ueduidurepusd
ISEUIPI00Y] ISEINISE,]

eAuyeLem 1p
esag ueSuidurepuag

000°000°0T ESIp { UWNHOP YBTWNL| euplowmfuny 22y ISBUIDI0OY ISEIISB] 000°000°0C BSID UWNIOP YBTWINL | peoSsmmfiwg 20y | ISEUIPIOOY] ISEN[ISEY
BSa( 1EMBIBASBIN BS3(] 1eBIBASBI

ueeAepIaqUID] ueeABpIaquIag Bsa(] JENBIBASEIN

ueBUBSHR[2 Uep Bsa(J 1esereisely ueeUBsSE[od Uep ueeABpIaqUIa]

wrei301d UBUNSNAUS] ueeABpPIaqUIa] ureigoid weunsniuag ueBUESHE[d]

eysuel urerep UBRBUBSHB[I] BxIuRl WeEp uep wreidoid

seyse 1p suek uep ureidoid 1SBIISE,] Ip Suek ueunsnAuag

000°000°0T UIWNNOP YBTWND| pessownfung 2oy | UBUNSNAUR] ISBISEY 000°000°'0T URWINNOP UBTWINL | proSsumfung o0y ISEJNISed
WNUIf UBQNIAIAY Wi weqnialay]
UEp UBUIRIIIUIIDY UBD UBWIEIIIUIII]

ueere58usaiuad wWnuI Teqelay] ueereSfusjeiuag Wnu Ueqnialay

eysuel werep UED UBLURIIIUIIDY eysuUel WeEp UBD UBWIRIIIUIAY

ISEJ[ISE] 1P SueAk ueeIed3ualaAuad 1ISBNISE] Ip Suek ueeressuajoduad

000'000°02 esap UIWN3OP YBTWN psSownfing 22y ISEJI[ISEy 000°000°0€ ES3p ¢ USWNHOP YBTWN( sunSoussfurg ooy ISElMSe
BS3( eso(] ueunduequIag
ueunguequiad uesuap uedusp yeldrq

yelse(] veunsuequiag ueun3uUBqUIag BsS3(] urunsuequUIag

UBBUBIUSII] Bsa(g UBBUBOURI] ueduap yelse(g

ISESIUOINUIS ueunsuequiad uesuap ISESTUOIHUIS uweunsuequUIag

ex3uBl werep yelse(] veunsuequIsg exsuer urerep UBBUBOUII]

1ISEN[ISe Ip Suek UBBUBOUII] 1seyIse1p Suek ISESIUOUIS

000°'000°01 eSap USWNHOP UBTWNL pmsowsfusg ooy | ISBSIUODIULG ISBIISE] 000'000°01 €Sap { UaWInAOp UBTWN[| nmisumfing 22y ISEH[ISEH
BS2(Q ES2(0
1esy ueseuNZelEpUag 198y ueeunfeiepusg

uep esaQ uep esa(] ussuenay esaQg

weSuenay] uee[o[a8uad esa( ueelo[esuad 188y ueeunSeARpUa]

ex8uRI Werep 1esy ueeunSefepuad ex8uBl Weep uep esa(] uesuenay]

ISeIS[e] Ip BueAk uep esa(] uesuenay 1SBIIISTR] Ip SuBk ueeojesuad

000°000°01 esap v uawINod YBIWNP| smsumfiwg 2oy | UBB[O[2SUI] ISBII[ISEY 000'000°01 BSOp ¢ uatINNO(] YBIWNP| puoSsusnfiung soy ISBIISE,]




( #Idd ) yeqeIedSel
ue)er3ay Uese}

( WDIdd ) yeseredsely

( W31dd ) yeseredsen
uejerday uese)

{
WDIdd ) yeseredsen

equajuenyeiaquIag uejerdoy ues BQIESJUBNYE[I2qUWag uejerdoy wesel®

ISESfUOIUlS BjEquIad UBTLAB[ISqad ISESITOINUIS quadUENJe[I3quIad

Uep [SeupIooy] IsestuoIyuls TEp ISEUIPICO}] Ises[uoINuIg

%001 ISBIUISIA | purSousfung 22§ Uep ISERpIooy %001 9SBIWISID] | wuwSowsfuvg 20y WEP ISBUFPIO0}]
ueBUESHE[IP Suek ueeUEsHE[p Suek
uBYRINSY ISENTEAY UBURINIY ISEN[BAT

UBYRIN[OY § uelode| URTWNL| pmSsumfusg 2y ueyeIn[ay Isenfeay UBUBIN[IY 6 uelode] Ye[WN| pwssumfvsg soy | WEYRIN[SI] ISEN[BAT
JesereAsep leereisep
ueeABplaquIag ueeARpIaquiag

uexeUese[awW ueyeIn[ay ueyRUBSHB[OW ueyRINRY

Sued sew) Ip 1exeIeAse| Suek seuii Ip 1exeIRASBIN

0ICT1L 6681 seunjod O[| UEp SBWHOJ YB[WND| smfoumsfusg 2oy ueedepIaquIag OIC' T14'668'L seurjod 01| uep SBUR{Od UB[WNL| possusfing say ueeieploquisg

unsueq.al ueyeIney un3ueqial UBYBIN[9Y BUBIESBI]

Fued euereseid euereseld uep Sued euereserd uep BUBIEG

00T'S19'S01'E UN G| Uep BUBIES UR[WN[| swfsunfimg 2oy | BUBIEG UBUNIURqUIN] 00g'€19's01°C FUN g| UBp BUBIES UBTWN[| nwssumfung say UBUNSURGUWI]
Bsa(g

Bsa(g 1p ueunsuequad 1p ueunduequad ueyRIN[RY

ueeuesudrad ueyeInay] ueeueouasad 1p ueunSuUBRqWIg

YeIlemeASNU WNIOJ Ip ueunNSUBqUIag YeremeASnuI WILIOJ ueBUBOUIIad

WEEp Jeereiseur UBBUBOUIA] weep 1eyeleAseuI UBIEMBASTIA TUTLIO

isedisnrediag JeremeASNN WIo isedisnrediaq ure[ep 1exereisey

BueA 1exeIRiSE) UIeep 1eyeIBASB Suel 1eyereisepn sedisnred

seursjod O] e3equaT YB[WNL| swssuspey ooy | ISEAISTIIR] Ure1RN3UIU2g seunjod Q7 eSequia| UB[WNL| pusoumsfimg 27y ueleySuUTUag
uBYBIN[3] aeYRIN[IY

uweedepiaquag uegeIN[ay ueedepraquag TeyeInN[Iy

%001 ISBIUISID | suvdswnfuryg s2y ueeAepraquiag %001 9SBIUISIV | punsSowsnfuny 2y useABpIaquag

TUBYERIN[AY wegeInay UBYEIN[3Y Uep UBYERIN[3Y Tep

uep esa( jeqeressep wep esa( jeyeredsepy esa( Jeyeredsely esa( jeyeivdAsel

ueedepiaquiag ueedepraquiag uBRABpIaqEad ueedepiaquag

9,001 9SBIUISI | ruwSousfimy 2y weifolg 2,001 9SBIUISIV | ruvSoussfiny 20y wexdoig




UBJeUreda’s] UBJBUIEIII]

1p veuidwig 1p ueurdwig URJBUIBIIY]

ISBUIPIOOY] ueleweo9y] 1p weurduulg ISEUTPIOOY] 1p ueurduwig

wnioy sesngp ISBEUIPJOOY] WNIOH wniod sesng, ISBUIDIO0)] WNIOH

000°00s°€1 uelode g1 UauINNO(d YB[WNL| pewSowmfury 20y sedn], UeeUes)E[d 000°00S°€1 uelode] g1 UIWNNOQ UB[WN[| pmfoumfing 2oy | SEBN] UBBUBSIE[]
geise(q ereday

yelseq ereday sedng sesnj, uveuesye[ad qeiseq ereday

ueBUESHE[2d Fensas gease(q ereday TENS9S TWNW[) seSny, ueeuesyeIod

WNWm() TeYRjULIsmag sedn], useuesyE[d UBYBIULIIW A TeNsS9s Wnw)

wesnin TENS2S W) wesnin UegejuLIawag

ueeredsuaroduag UBYBIULIOWIJ WESTLI) ueereSsuaroduag WESNIN

%001 2SBIUISIA] | nawSowmfimy 27y ueeressusfaLusg 2,001 ISBIUISIV] | uvSoumfung 20y|  UeeIeISusrelusg

wnuIn wnurn

wnuIf) TeYeluIamag wnun) TeYRIUISWIg TRYRIULIAWdg

wesnin UEYBIULIoWId WESnI) wesnin oesnin

ueereS§8uaroduag ueereS8uaroduag ueereSSuo[aLuag ueered3uafaduag

%001 SSBIUISI | nanitawsfurg 23y weidoig %001 9SBIUWISIA | umisussfung 2y weidoig
UBYBIN] uweyeIn[ay uep

uep esap 1e¥3un 1P 61 Bsap 1eysun 1p 61 UBUEIN[} UEp

P1A0D UBSUBBUIqUIa] ueByRINPRY PIA0D UBSUBBUIQUII] BSap 1BY3un P 61

ueeuesie[ad wep esap jexsun ueBuesI;e[ad p1aod ueuesUuBUI]

gunynpuag 1P 61 P1a02 ueueSueudd Sunsnpusg uBBUBsSIEad

ueepesuuad ueeuUESMEld ueepesuug Sunsynpusd

uByRINPY 6 uswWNNOq YBTWNL| smisumfung oy | SUNNNPU] Ueepesuad ueyeInay 6 uswno(q YBTWNL | pmSaumfueg 22y ueepeduag
UBYBINAT UBYBINS]

uep es2p 1e¥3un 1p uBYBINSY uep esap 1B8}3uUn Ip UBYRINSTY Uep

61 Pacd ueuesuBUg uep esap lex3un 61 P1aod ueueSuBUag ©Sap 183un 1P 61

ueSueRUIqUI] 1P 61 Praod ueuesueuad ueSueeUIqUIS] p1aod ueweduruag

ueyeIney 6 WO YB[WIN[| pevSousmfung o2y uegueBUIqUIA UBUBIN[RH 6 UWNH0d YBTWNL| pmsausmfuny ooy uesueeurquIag
UBYBIN[DY UBURINEY

uep esa lexBuiL 1p UeyBINS[ uep esa(] 1BHsULL 1P UBLEINI[Y UEp

61 pPraod ueuesueuad uep eS2p 1e¥3un 61 Praod ueueguUBUIJ ©Sap 1BxSun 1p 61

uweyeInR § USWNS[OP YBTWN[| pfowmfing 20y | TP 61 PIA0D UBUBSURUI] ueyRIN3Y § UDSWNIOP YBTWNL | prpfousmfimyg soy p1a0d ueueSuBUd




AdNS UeIsnsawag
[ueuemi], /ueueng
ueguenay]

uerlode] ueunsnAuag
1ISeuIpIooy] uelode]
uep (43S UeIa1sawag
/ueuenuan],
/ueue[ng uesuenay]

AdDIS UBISIWDg

/ ueueMLI]
/ ueueng ueduenay]
uelode] usunsnAuag

adis ueisisawag/
ueuBR[NMMIIL /UBURINg
ueduenay]

uelode] uBUNSNAUS]
ISBUIPIOOY]

ueJode] uep

ddMS UBIaSawag
[ueuenmi,
/ueueng ueSuenay]

dd3S UeIalsswag
/ ueuenmLL,

/ ueuelng
uesuenay ueiode]
uBUNSNAUSG

000°000°01 uetoder $1 Uelode] UB[WNL| rmSsusfimg 22y Uep SeUIpIo03] | 000'000°01 uelode| 41 ue10de] UB[WNP| smssumfisg 20y UED ISBUIPICOY]
ad3is ueduenay] adis meSuenay

ISELIaA /uelmBuag ads ISeqyLIa A /uelmSusg adis uesuenay]

uep uweduenay] seqyLUaA / uep syl / uelmsuag

UBBUESNEBIBUJ ueifn8uag uep ueBlUEBSNEIBU] uep ueejBuld

000°S0€°091 uerode| g1| uswnzoqg UBIWNL| amSsumfurg 20y | UBEIBU UBBUESYER]| | 000°S0L 091 melode] gi|uswnsjog UBIWINL| supSawsfurg say UBBUESIHE[a]
NSV ueSuefung, NSV weSuefung,

uep ifer) ewLRUW NSV uesSuelung, uep ifen ewroUWI NSV ueSuelunj uep

£9.°900°T00'6 duelo G/ |  Bued BUBIO URIWNQ| smssumfmg oy | UEP feD  ueeIDIAUAd| | £04°900°Z00°6 Suetog)| Sued Fueio YBTWNG| pwssusieg 0y|  HED UeBIpakuag
qeseq qe1aeq

jexq3usiag ueduenay geiseqg yeq3usiag ueduenay yeraeq 1eysusiag

ISEX}STUTWPY jeqdusiag weSuenay IsenspuTmpy meduenay

%001 ISBIUISIA | ruvSawsmfusg 22y ISBISTUTWPY %001 ISBIWISIV] | pwSsusmfimg ooy ISEI}SIUIWpPY

B103] /uajednqey e10y /uajednqey ®}03] /uajedngey

yeiaeq B30} /usjednqey qeiseq qelseq

ueYEjUIowad geaseQ TEYE)ULIOWa uBYERIULISUOg

wesnin Suelfunusg UEYBIULISWaJ WESILIN) uesnin Suefunuog TeSTLI[)

%4001 ISBIUISID | revSowsfing 29y Suelanusg weiSoig 2001 ISBIUISIA] | navsowsnfing 2oy | Swefunusg weiSorg




qeideq geise(q

WEYBIULIdWSJ UBYRIULII A gerseq

uesnup Suelfunuag qeI1se(] UEYBIUIIWad uestup Suefunusg URqRIUHoWad

esep ueerpaiuad uesni) Suefonuag ese ueefpaduad westuy) Suefunuag

000°T6T'EI8 %001 9SBIUIBIA] | sunSousnfusy 53y ese( UeBIpa4uad 000°'Z6T'E18 2001 9SBIUISIV] | numSsuwssfuny 2oy eSEQ UeRIpiuad
uBHRIPasIg uwexepasig
Sued 1o1uey] Sued Iojuey

}nsigo] ueyed J0juey] HUsBo] jusigo] ueyeqg Iojuey HUSISo]

00€ 000 €LY 193ed g1 19¥Eed UBIWNL| sussowmfusg 55y ueyeq ueeipasuad 00€°000°ELt 1o3ed g1 jo3ed  UBIWN[| mmssumfung oy |  UBURH UBRIPIAUS]
ueeIpasiq uexerpasiq
Sue4 J01uey Bued 101uEy]

wedeyuajiag 1ojues] uedexq3ualiag 1o0juey] uedeyBusliad

uBp UBIE[BIS4 uedex8usyiagd uep uep UBlERI] uep uejerelsd

00.'81.°98 jored g 19ed  UBTWN(| swisuwmfusg 22y Uele[elad UBBIPaAUa] 004'81.°98 193ed g 193ed  UB[WN[| pwSoumfuvyg 52y UEEIpaAuad

gesseq jeySueiad yeioe(q jeqsueiag yeideq

W) ISesiuwpy yeiseq jeyduriad wWnui) [SeIISIumpy jexSuriag wmur

006'81L°'65S %0071 9SBIUISIA] | paviowmfung 22y WNUI() SeSIUImpy 006'81.L°'65S %001 ISBIUISIA] | puwSowsrfuny 22y ISEISTUIWPY

ads adss adis

eloury 1sesEay ad¥s elaury eliaury Isesieay elraury Isesesy

Tesnuy] uep elpuny ISESI[B3Y IBSHU] Tesny] uep elroury Tesnyy] uep efouny

uerede) uelode] uep efoury] uerede) uerede)) ueiode] uerede)) uelode]

uBUNSNAUId UBp ueiode] uBUNSNAU] UBUNSNAUYJ UBp ueunsniusd

uelode] g ISBUTPIOOY] UBWND| puosumfurg ooy Uep ISBUIpI00y] uelode] §|  1SBUIPIOO} UBIWNL| smssumfusg 2y UEp ISBUIPIO0Y

yeIse( 1edSuBIad

yelse(J Jeqsuelag qeldeq yeIae(] 1B¥Suelag UBBUBIUII]

ugBUBIUAIS] 1exSUBIad UBBUBOUIIS] UBBUBIUAIDG usmInoJ

000°02+'C USWINIOp § uawIno(] yepun uawnyo( weunsnAuad 000°08+'% uaWNIOp g uswnyo( yejunp ueunsnAusg

%001

yeIseq jeqsueiag
elraury] 1seneag
uep ‘weredueduag
‘UBBUEBOUAIYg
2SEBIUISIAg

yerseq jeydusiag
Blraury isenfeasy
uep ‘uereddusduag
‘UBBUEBOUAId

%001

qeioe( jeqsuerag
elroury 1senyeAyg
uep ‘meredSueSuag
‘upBUEBOUAIg
9seluasIag

yeise(q jexdueiad
efroury senjeag
uep ‘veredsueduag
‘TBBUEOUAIDG




ise
nnqeyang/ereyradiq
Suek

eAuure

usunsueqg UEpP I0JUBY

eAuure] veundueg
uep J0juB} Sunpan
Sunpay seNIqEYaY

ISB]
niqeyaarq/ereyradiqg
Suel

eAuure| veunsueyg
uep Jojuey]

efuure] veunsueyg
uep Jo1uBy Sunpan
Sunpan seIIqeyay

065642961 nun g 3UNpay YBJWINP| smisunfung 22y /ueBIRUIRWAd| | 065 6+L'961 nung Sunpay YBIWNE| swssumfieg 0y /ueereyrpuiag

‘ue3uede] ‘ueSuede]

BAUUBUIZLIO] nele euorseladQ BAUURBUIZLIS] nele reuoiseladQ

uep yeled uesrefeqp SBUI(] UBBIEPUIY uep yeled uesxreieqip SBUI(] UBBIEPUDY]

uep ereyiRpdiq UBUIZLIdd Uep wep ereyradig uBUIZLIag Uep

Suek ueBuedeT neje ‘efed ‘ueereynawad 3uef ueduede] nele ‘srefed ‘ueereynowsg

reuorseradQ seuIiq eielg ‘useIByIaWaq reuoseradp seulq efelg ‘UeeIeyIawWa

009'S16'+9 nun 6 UEBBIEPUR}] UB[WN[| smsswnfung 5oy ese[ ueeipaiuag 009'€16'+9 HUn g  UBCIEPUI YBTWNL| pwSousmfung 20y BSB[ UBRIPaLuad
geiaeRq yeiseeq

wesni Suefunuag yeiseeq westun Suefunusg YeIdeR( WESIIN

geiseq MW wesni) Suefunusg geiseq YK Sueieg Suefunuasg gerseq

Fuereg uveregowag geiaeq YT useIegI[owWag T Suereg

0o0g's8y'eee %001 9SEJULSIad | swisuming oy | SUIeg weRIRYTOWIad 00E°S8{'EEE %001 ISBIUISIA] | suefowmfung 2oy UBBIBUI[dWd
uexeIpasyqg Suek uexeIpasiq Suek
Husr] uep iy efeq HIsI] uep 1y eAeq

I2qUING ‘ISEXTUNWON JLIISTT UBp Iy BAB(Q 12qUING ‘ISEIIUNUOY] HIISI Uep Iy BAEg

BSB[ UBBIPaAUa] I3qUING ISBIUNUOY] BSB[ UBBIPIAUI] Iaquing ISEXIUNUIOS]

000°008°64 G i uetode] YBJWINQ| swsswsfirg 2y BSE[ UBRIPIAUY] 000°008'64 jun jiun uelode] UR[WNP| pwssumfung oy BSE[ ueeIpaiuag
UBXEIPasI(] UEXBIP3sIq
Fued 10jUey WnuIn SueA 1ojues] wnun

ueuelead 1o1uey] ueueierad Jojuey]

ESE[ UBEIpaAU3d wnuy() uBuBAB[ad BSEP UBBIP2AUR] wnuwp ueueARRd

000°Z6£°€CL uetode] 61 uetode] UB[WNQ| coSsusfirg 2oy ese[ ueeIpAUd| | 000°T6ECEL uelode] 1 ueiode] UB[WNP| possusfieg 2oy BSE[ UBBIPIAUa]




efuure] ueunSueg
neje I0JUey]
Sunpapn Sunynpusd
BURIESEI] UUBD

eAuure]

ueun3ueg NeJe I0jUe3]
Sunpan Sunynpuad
BUBIESBIJ UUEBD

eduure] usungueg
nele I0juey
Sunpan Sunynpuad
euUBIESEl] UUEp

efuure] ueunsueg
neje 10juey
sunpan Sunynpuad
eUBIESEI] UUBP

uun gl BUBIBS UN YB[WN(| rwsSowmsfunyg 22y euereg ueepedudd uun gi BUBIES 1TUN UB[WN| sipfowsfuey 507 eueIEg UBBpEBIU3]
UEBIpasip uexeIpasip
Sue4 eAuure] deia eAUUTE] Sued eduure] deial eduure] deial
jung 19SY NUN YB[WIN| sumsSawsfung 22y deio) 198y ueepeduad jun g 19SY NUN YB[WN[| prwSoumfuvy 20y 128y ueepeSuad
UBBIPISIP ueh ueseIpasip Suek
uun g [3qaW JIUN YB[WNL| sumsawsfusg 22y 22 ueepesuad jun g [2Qau NUN YBTWN| nmSaumfusy 22§ 22 ueepeduad
ueseIpas 1p Suek uexeIpas 1p SueA
eAuure] veundueq efuure] ueungueg
nele J01uey unpan neje 10juesy] sunpan
eUBIESEBl] UBD eAuure uIsay uep BURIBSEI] UBp eAUUTET UISO UEBP
uun g BURIES 1U( YB[UNL| nwsousfusg o2y ueleerad ueepesuad jun g BURIES UM UBTWND| puiswsfueg 22y | UBIB[BID] UERPRIU]
ueseIpas Ip Suek ueseIpas 1p SueA
efuure] ueunsueg eAuUre] veunsueg eLuure] veunsSueg eluure] veunSueg
neje Jojuey] Sunpan nele lojuey] Sunpan neje Jojuey Sunpan neje 101uey] Unpan
BUBJIESBI] UBD BUBJIBSEI] UUEp BUBIBSBIJ UED BUBIBSBI{ UUBP
008°98.°€6T jun g BURIRS 11U UB[WIL| proSsumfusy ooy BUBIRg UBBDPEBU] 008'98.°S6T nun g BURIRS IU[ UB[WIND| pmsSowssfing 2y | BUBIBS UBEPESU]
geizeq yeiseq
UBYBIULIIWSg TEEIULIIWIg geiseq
uesna) Suefunuaog geise( UBYER}ULIaWad uesni() Suefunaag TBejULIawad
gexsed JIMW wesnin Fuefonuag qeided MW wesni() Suefunusg
Suereg ueepeluag geioeg NI Suereg ueepeduag geIsed MW
008°98L°E€E6T %001 9SBIUISId | munSouswfung ooy Suereg ueepeduad 008°98L°E6T %001 9SBIUISIA] | pursounmfusg vy | Surereg ueepedusd
1SB se]
Imqeyaaqg/ereynadiq maeyaxnq/ereyradiq eAuure] ueunIuUeg
Sues eAuure eAuureq] Suek eAuure uep I10jUBY]
weundueg ueunSueg uep I0JUEY ueunsueyg Bunpen euBIBSEI]
nele Joiuey] Sunpan BuUBIESEI{ UBP neje 101uey uep eueIeg
Sunpan eBuBIEBSEIg BUBIEG BEIIag /unny Funpay BuUBIESEI] erexqlag /unny
001°€90°CL un g| uep euereS UB[WNL| pwlsumnfung 2oy ueeIeYIRmad 001°€90°CL uun g| uep eueieS UYBTWN[| psSauwsfusg 2y ueRIRYI[SW]




umuz) geueiejag
BUESEI UEp
BUBIES UBRIBHI[OWa]

wmur) veuede[ad
BUESEIJ UED

W) TewedAe[od
BUBSEI] UED BUBRIES
TBRIBYaWag

wnur() geuederad
BUBSBIJ UED EUBIES

ISBUIPIOOY eURIEg URRIBRYI[OWad ISBUIPIOOY] UBRIRYI[AWag

%001 ISBIUISIV | vunSousnfuvg 2oy ISEUpPI00} %001 ISBIUISIV] | puvSoussfuny sy ISEUIPIOO]

uesjyeduiq wespqedwiiq Suel

wesyeduwr] 1p Sued Sues ure ueBueuamay] uexyedun p Sued ure] UeSuBUIMIY]

ure] UedUBUaIMIY] ue8uap JresIa], ure] ue3uBUIMIY] ue3uap resia]

ueBUESYE[d Suef UBURIULIOWAJ UBBUBSHB[2] Suek UByRIULISUWII]

00€°'S88°€6T uesodeq | ue1ode] YB[WNP| voSausfiog oy UBSTLI[] UBBUESHB[d 00E"S88'E6T uetodey | ueJode] YB[WNL| susausfung 22y | UESTLI[] UBBUBSHE[2]
BUES[] UON BUES[] UON

‘ueNeUesye] 1Ip ueullliag usueAead ‘ueeuesye] p ueullitog ueueie[ad

Sue4 eyesn ueurliiag ue3uap exIN Fued eyesn ueuilizeg ueduap rexial

uawnyop uo) ueueie[ag Suek UByRIULIDUId] uawnop uoN ueueAR[ad Sued UBUBIULISWS]

000°'009°€ SST1 USWINHOP UB[WINS musSowmfusg 20y UBSTLI[] UBBUESHE[3d 000°009°€ ssel USWNHOP YBTWINL| smsousmfung sy | WESTU() UBBUBSHE[]
ueurfiiad ueuifiiag

ueurflzad uoN uesuap uoN ueueABad ueuifliad uoN uesuap UON UBUBAB[o]

TesI9], UBYBIULISWS] ueSuap Jresja], eI, UeyelulIawad weSuap Jres{Ia],

USWINHOP UBSTILI[) UBBUESYE[3] Suek ueyeluLIaWad uauwInop UBSTLI[] UBBUBSIE[3] Sued uveyeiuLawayg

0L6€ uetode] UE[WNP| pwSsunfieg 50y UBSTLI[] UBBUESHE[od 0L6€ ueI0de] UB[WNP| ewSsusfimg oay | UESTI(] UEBUBSIHE[R]

jemE) jewe) jewe) epeday

epedoy weygeduwiyig yemre) epeday weygeduig weyqedwma

Suef weyejumzamag epedoy ueygedwiq Sued megejupowmag Sued wegejumewag

UESILI[) UBRBUBSYE[od Sued weywyumowag UESNLI() UBBTESHE[od uesnin

00€°S8t°L6T %001 ISBIUISIA | nuwSausvfueg 225 UBSTLI[) UBBUBSHB[3d 00€°S8+'L6T %001 ISLIUISIA | nuvSawsfung 22y ueeguesye[ad
ANqnd ueuede(ad Arqngd ueuede(ed qrqng wewede[ed AHqnd ueuedeed

UEp UBYERIULIWI] UEP TEYEIULIW A UEpP UEYBIULIdIWR Tep TBYE}ULIdWag

ueereSsus[aduag ueeressuaadiusad ueeresSsusjaiusad ueeIesiuaaiuag

00€°'S8+°L6T %001 ISBIUISIA] | ruwSousfing o0y weidold 00€°S8+°'L6T %001 ISBIUISIA | nuvSonsvfurg 2oy weidoig




ueiode] T

wnun UeueAe[ad
BUBIESEI] UBD
BUBIES UBBUEBYI[SWad
weep exa)

Fued [exyniap 1sUBISU]
nele uep yelseq
1E¥surIad UeSuap
se)1auls ISBUIpPIooy]
uawnxod ye[unp

vapSawsnfuny 23y

wnu weuelered
BUBIESEI] UEP
BUBIEG UBBIBYI[IW]
urefep jrexiay

Buek [exniay) ISUBISU]
nele UBp YBISE(
1ey3ueIagd uesuap
SES.I2UIS ISBUIPIO0}]

ueroder 1

wnuin ueueAerad
BUBIESBIJ UBD
BUBIES UBBUBUI[RW]
UWIEe[ep 1rex1a}

Suex fexniop IsuBIsU]
nele Uep yeIse(q
1ex8ueIad UBSUAp
SBIIBISUIS ISBUIPIOOY

uswnyo(] Yepunp

pupSouinfuvg 22y

wnun
ueueLAB[od BUBIESEI]
UED BUBIES
UBEIRYToWa]

werep rexIa) Sued
[BXIIaA ISUEISU]
nele uep yeiee(q
1ey3uridg ueduap
SEBIISI0UTS ISEUTIPIOOY]




Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal
yang menjadi catatan yaitu:

Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah
disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD.
Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan

program dan kegiatan sebagai berikut:
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Tabel 2.4

USULAN LANGSUNG (MASYARAKAT/LEMBAGA) - PENYAMPAIAN USULAN MUSRENBANG KELURAHAN PARAKANCANGGAH
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

2 PRIORITAS
NO TANGGAL PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI KECAMATAN KELURAHAN USULAN KE
USUL
1 | 18/01/2024 Rehab/ pembangunan gedung rangka atap sudah rapuh/tua | JI. S Parman No.16, Kab. | Banjarnegara | Parakancanggah | Kabupaten /
pemerintah sangat membahayakan, Banjarnegara Kota
(Kecamatan/Kelurahan) bangunan belum
representatif seperti belum
tersedia toilet/kamar mandi
pelayanan yang pisah
gender
2 | 18/01/2024 (Sub Bidang Pekerjaan Umum | perlunya pengerasan jalan | RT 003 RW 011 Banjarnegara | Parakancanggah | Kabupaten/
dan Penataan Ruang: menuju makam sayer Kota
Pembangunan/ rehabilitasi/ karena ketika musim hujan
peningkatan/ pengerasan jalan dengan kondisi jalan
desa) sekarang masih tanah akan
sangat menyulitkan dan
membahayakan
3 17-01-2024 Pembangunan talud dan drainase | tanah mudah longsor, air Jalan Kabupaten di Banjarnegara | Argasoka Kabupaten /
sepanjang jalan Kabupaten di meluap ke jalan, jalan wilayah Argasoka Kota

wilayah Argasoka

hampir amblas
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17-01-2024 Pembangunan Pelebaran Jjembatan terlalu sempit, RT 002 RW 007 Banjarnegara | Argasoka Kabupaten /
Jembatan di wilayah kelurahan | sering kecelakaan, jalan Kelurahan Argasoka Kota
Argasoka menikung dan menanjak
22/01/2024 (Sub Bidang Pekerjaan Umum | Perlunya Peningkatan jalan | Sokanandi RT 04 RW02 Banjarnegara | Sokanandi Kabupaten /
dan Penataan Ruang: ke makam Kemesu RT 04 s/d Karang lewas RT 02 Kota
Pembangunan/ rehabilitasi/ RW 02 ke Karang lewas RW 03
peningkatan/ pengerasan jalan RT 02 RW 03 karena
desa) kondisi jalan masih tanah
dan jalan tersebut
merupakan akses pe
pertanian.

19/01/2024 Gedung Serba Guna Kapasitas gedung RT 03 RW 06 Banjarnegara | Semarang Kabupaten /
pertemuan yang ada sangat Kota
terbatas dan Kelurahan
belum memiliki gedung
yang bisa untuk
memfasilitasi kepentingan
masyarakat (Pertemuan,

Olahraga)

19/01/2024 Jembatan Membuka akses jalan ke RT 03 RW 03 Losari Banjarnegara | Semarang Kabupaten /
arah wilayah Kota
Parakancanggah, untuk
memperpendek akses jalan

22/01/2024 Pembangunan Talud Talud longsor RT. 002 RW.006 Kel. Banjarnegara | Krandegan Kabupaten Mer

dipermukiman dan dekat
jalan utama kabupaten
longsor bulan Pebruari
tahun 2023

Krandegan
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22/01/2024

Pengaspalan Jalan Lingkungan

Jalan sudah rusak sejak
lama untuk peningkatan
perekonomian masyarakat

RW.009 Kel. Krandegan

Banjarnegara

Krandegan

Kabupaten

Mel

10

19-01-2024

Achmad
Bowo
Lestiono,
S.Sos

Pembangunan Sarana Air Bersih
(SAB)

Kondisi Pemenuhan air
bersih diwilayah RT 04 RW
04 Kelurahan
Kutabanjarnegara untuk
warga susah mendapat air
bersih terutama dimusim
kemarau, untuk itu
diupayakan pembangunan
SAB yang bisa menampung
air dari sumber mata air
yang akan dimanfaatkan
oleh masyarakat.

RT 004 RW 004, Kab.
Banjarnegara

Banjarnegara

Kutabanjarnegara

Kabupaten /
Kota

11

19-01-2024

Achmad
Bowo
Lestiono,
5.50s

Pembangunan Sarana Air Bersih
(SAB)

Pemenuhan kebutuhan air
bersih diwilayah Kelurahan
Kutabanjarnegara RT 05
RW 08 sangat diperlukan
karena warga kesulitan air
bersih apabila dalam
musim kemarau dan sering
wilayah tersebut minta
bantuan droping air bersih
dari PDAM

RT 005 RW 008, Kab.
Banjarnegara

Banjarnegara

Kutabanjarnegara

Kabupaten /
Kota

12

22/01/2024

Pembangunan Talud

Talud longsor
dipermukiman dan dekat
jalan utama kabupaten
longsor bulan Pebruari
tahun 2023

RT. 002 RW.006 Kel.
Krandegan

Banjarnegara

Krandegan

Kabupaten

Mel
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13 | 22/01/2024 Pengaspalan Jalan Lingkungan Jalan sudah rusak sejak RW.009 Kel. Krandegan | Banjarnegara | Krandegan Kabupaten Me
lama untuk peningkatan
perekonomian masyarakat
14 | 20/01/2024 SAB Disaat pengeringan irigasi banyak sumur - | RT 02 RW 03 Kelurahan Semampir Ban
sumur yang kering sehingga
menyebabkan kurangnya air bersih dan
kalo irigasi kering otomatis sumber mata
air juga ikut kering.
15 | 20/01/2024 TALUD Pada saat hujan airnya dari jalan masuk RT 01 RW 04 Kelurahan Semampir Ban
ke halaman rumah dan kebun sehingga
menyebabkan longsor, maka perlu
adanya talud.
16 | 19/01/2024 Relokasi Puskesmas Puskesmas berada pada Kelurahan Karangtengah | Banjarnegara | Karangtengah Kabupaten

Banjarnegara |

tempat yang tidak
representatif, gedung pada
lingkungan perumahan
masyarakat serta tidak
memiliki tempat parkir
untuk karyawan dan
pengunjung puskesmas
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17 | 19/01/2024 Pembangunan Gedung PAUD Kegiatan Belajar Mengajar | Rt 07 Rw 3 Kelurahan Banjarnegara | Karangtengah Kabupaten
(Pendidikan Anak Usia Dini) Pendidikan Anak Usia Dini | Karangtengah
Tunas Harapan Kelurahan Tunas Harapan Kelurahan
Karangtengah Karangtengah masih
menggunakan Aula
Kelurahan Karangtengah
dengan tempat yang kurang
representatif. Jumlah siswa
: 28
KEGIATAN 1. Sarpras
18 | PEMBANGUN | Lingkungan | 1, Sarana Air Bersih
AN SARANA | Pemukiman
DAN 2. Drainase dan Selokan
PRASARANA
KELURAHAN a. Perbaikan Drainase 02 02 37.750.000 APBD
b. Pembangunan Gorong-gorong 01 03 20.000.000 APBD
c. Pembangunan Drainase 02 06 25.000.000 APBD

3. Sarana Pengolahan Sampah

4. Sumur Resapan

5. SPAL (Saluran Pembuangan
Air Limbah)

6. Alat Pemadam Kebakaran

7. Pompa kebakaran portabel;

8. Penerangan lingkungan
pemukiman;

9. Pemugaran RTLH

10.Penghijauan/LH

11.Sarpras Lainnya (Pos
Kambling, trotoar, pengamanan

jurang)
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2. Sarpras
Transporta
si

1. Jalan pemukiman;

a. Perbaikan Jalan Beton 02 01 35.000.000 APBD
b. Perbaikan Jalan Beton 02 01 35.000.000 APBD
c. Pembangunan Jalan Aspal 01 02 35.000.000 APBD
d. Pembangunan Jalan Beton

dan Talud Jalan uz ue 40.000.000 APBD
e. Pembangunan Jalan Beton 01 03 30.000.000 APBD
f. Pembangunan Jalan Beton 02 04 35.000.000 APBD
g. Pembangunan Jalan Beton 01 07 35.000.000 APBD
h. Perbaikan Jalan Aspal 02 07 30.000.000 APBD
2. Jalan poros Kelurahan;

3. Jembatan pemukiman;

4. Jembatan poros kelurahan;

5. Talud pemukiman;

a. Pembangunan Talud

Pemukiman o 03 40.000.000 APBD
b. Pembangunan Talud Penahan

Longsor . DA 50.000.000 | APBD

6. Talud jalan poros kelurahan;

7. Sarpras penunjang
jalan/jembatan;

8. Sarpras keselamatan jalan;

9. sarpras pendukung pertanian;
dan/atau
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a. Pembangunan Saluran Air
Pertanian

02

03

30.000.000

APBD

10. sarpras transportasi lainnya.

3. Sarpras
Kesehatan

1, MCK untuk umum/komunal

2. Posyandu dan Posbindu

a. Pengadaan Alat Cek
Kesehatan Posbindu Kit

Posyandu

28.000.000

APBD

3. Alat bantu penyandang
disabilitas

4. Jamban sehat rumah tangga

5. Akses Air Bersih

6. Akses Sanitasi

7. Instalasi pengolahan air
limbah

8. Pos Kesehatan Kelurahan

a. Sarpras Pelayanan Kesehatan
Ibu Balita di PKD

PKD

20.000.000

APBD

9. Kegiatan Lainnya (Pembuatan
Tempat CTPS, Perlengkapan
posbindu/posyandu)

4. Sarpras
Pendidikan
dan
kebudayaa
n

1. Taman bacaan masyarakat

2. Bangunan PUD

3. Wahana permainan PAUD

4. Sarpras
kepemudaan/olahraga/kesenian

a. Revitalisasi Lapangan
kel.Wangon

Kel.Wangon

35.000.000

APBD

5. Wahana pendidikan
keagamaan
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6. Sarpras pendidikan dan
kebudayaan lainnya

a. Pembuatan Panggung

01

03

10.000.000

APBD

19

KEGIATAN
PEMBERDAY
AAN
MASYARAKA
T
DIKELURAHA
N

1.
Pengelolaa
n Kegiatan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat

a. pelayanan perilaku hidup
bersih dan sehat;

b. keluarga berencana;

c. pelatihan kader kesehatan
masyarakat;

d. pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

e. pelayanan pos pelayanan
terpadu balita, pos binaan
terpadu dan pos pelayanan
terpadu lansia;

f. penyuluhan dan pelatihan
bidang kesehatan;

g. kampanye dan promosi
hidup sehat;

h. pelatihan dan penguatan
penyandang difabel;

i. intervensi gizi spesifik ibu
hamil, menyusui dan balita;

- PMT Posyandu, Balita Stunting
dan Gizi Buruk

Kel.Wangon

20.000.000

APBD

j. pendidikan gizi masyarakat;

- Praktek Pengolahan Pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman (PB2SA)

58




k. edukasi kesehatan seksual
dan reproduksi, serta gizi pada
remaja;

Kel.Wangon

5.000.000

APBD

|. pengembangan kelurahan
siaga aktif;

- Pendataan Permasalahan
Kesejahteraan Sosial

Kel.Wangon

3.000.000

APBD

m. peningkatan kesejahteraan
lanjut usia;

n. gerakan sayang ibu dan bayi;

o. forum kesehatan kelurahan;
dan/atau

- Pertemuan FKK

Kel.Wangon

5.000.000

APBD

p. kegiatan pengelolaan
pelayanan kesehatan
masyarakat lainnya.

2.
Pengelolaa
n Kegiatan
Pelayanan
Pendidikan
dan
Kebudayaa
n

a. penyelenggaraan pelatihan
kerja;

b. penyelenggaraan kursus seni
budaya;

¢. peningkatan kompetensi
tenaga kerja;

d. penyelenggaraan
kepemudaan, dan olah raga;

e. penyelenggaraan hari
kemerdekaan;

Kel.Wangon

7.500.000

APBD
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f. pendidikan pengasuhan pada
calon orang tua/orang tua;

g. pendidikan anak usia dini
universal; dan/atau

h. kegiatan pengelolaan
pelayanan pendidikan dan
kebudayaan lainnya

3.
Pengelolaa
hkegiatan a. pengadaaan alat usaha dan
pengemban penyelenggaraan pelatihan
gan usaha s
mikro, kecil | 52"
dan
menengah
b. pengadaan/pelatihan start up
digital pemasaran produk usaha;
1. Pelatihan Start Up Pemasaran
Terips i 01 - 5.000.000 | *PEP
2. Pelatihan Start Up Usaha 01 06 10.000.000 | APBD
3. Pelatihan Pemasaran Produk 02 07 10.000.000 | APBD
c. pembentukan dan
pengembangan produk
unggulan kelurahan;
d. pemberdayaan usaha kecil
dan industri rumah tangga;
e. kegiatan pengelolaan
pengembangan usaha mikro,
kecil dan menengah lainnya.
4. a. pelatihan pembinaan
Pengelolaa | Lembaga Kemasyarakatan
n kegiatan | Kelurahan;
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lembaga b. pengelolaan dan

kemasyara | penyelenggaraan

katan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
- Pertemuan rutin PKK Kel.Wangon 5.000.000 APBD
¢. pengelolaan dan
penyelenggaraan pos pelayanan
terpadu;
- Pertemuan rutin kader
posyandu Kel.Wangon 10.000.000 | APBP
d. pengelolaan dan
penyelenggaraan Karang
Taruna;
e. pengelolaan dan
penyelenggaraan Rukun
Tetangga/Rukun Warga;
f. pengelolaan dan
penyelenggaraan Lembaga Kel.Wangon 38.400.000 APBD
Pemberdayaan Masyarakat
g. kegiatan pengelolaan
lembaga kemasyarakatan
lainnya

5.

Pengelolaa

n kegiatan

ketenteram

an, a. pengadaan/penyelenggaraan

ketertiban pos keamanan Kelurahan;

umum dan

perlindung

an

masyarakat
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b. penguatan dan peningkatan
kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban

c. penyelenggaraan koordinasi
pembinaan ketentraman,
ketertiban dan perlindungan
masyarakat;

d. pengadaan perlengkapan
perlindungan masyarakat
kelurahan;

e. kegiatan pengelolaan
ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarkat
lainnya

6.
Penguatan
Kesiapsiaga
an
Masyarakat
dalam
Menghadap
i Bencana
serta
Kejadian
Luar Biasa

a. penyediaan layanan informasi
tentang bencana;

b. pelatihan kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi
bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan
untuk penanganan bencana;

d. edukasi manajemen proteksi
kebakaran;

e. mitigasi bencana; dan/atau
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f. penguatan kesiapsiagaan
masyarakat yang lainnya.

Jumlah Total

689.650.000
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2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah
disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan
program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2........
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Banjarnegara

No Program/ ktleg1atan/ Lokasi Inc.hka‘.cor Besaran/ Validasi
sub kegiatan Kinerja Volume
NIHIL
SEMENTARA
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program

prioritas sebagai berikut:

a.

b.

C.

Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola
kependudukan;
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Peningkatan produktivitas dan daya saing.

2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan

program prioritas sebagai berikut:

a.
b.
o

d.

Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
Memperkuat moderasi beragama;

Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas.

3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan

publik, dengan program prioritas sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

Konsolidasi demokrasi;
Penegakan hukum nasional;
Reformasi birokrasi dan tata kelola;dan

Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025

dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten

Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri

dari 5 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari

1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan

yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan

Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

dengan Pelayanan Non Perizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
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c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1
kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub
kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Msyarakat dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan
yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 4 sub kegiatan yaitu : Sub
Kegiatan Sarana Dan Prasarana Keluarah, Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dalam
Forum Musyawaroh Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.Evaluasi
Keluarahan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa terdiri dari 1
kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 8 sub
kegiatan yaitu : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa ,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa , Fasilitasi

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi

Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Desa , Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.
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1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada
kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan
isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan
sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan
tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai
tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang mendukung
Tujuan Rencana Perangkat Berdasarkan Rencana tahun 2023-2026
adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut Kecamatan Banjarnegara
dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Daerah mendukung Visi
dan Misi ke Misi Pemerintah Daerah, sedangkan Visi Pemerintahan
Daerah adalah Banjarnegara Maaju Berbasis Pertanian. Adapun Misi
yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala
Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjarnegara sebagai
salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Empat misi
tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik ( good
govermend ) dalam kehidupan politik yang demokratis dan
bertanggung jawab.

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,Kemerdekaan
berpendapat yang berdasarkan pacasila dan UUD 1945 sebagai dasar
negara Republik Indonesia Pasl 28 dan Pasal 28 pasal 3 , memperkuat
komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan
pelayanan dan kinerja yang baik mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun sasaran dalam misi ini meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk

urusan kewilayahan;
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2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

urusan kewilayahan;

Kecamatan Banjarnegara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-
2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan
kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarnegara dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-
2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan
tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis,
dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah
tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ingin diwujudkan

Berikut ini Usulan Kegiatan Tahun 2025 dan Prediksi Tahun 2026 Kecamatan

dan Kelurahan Banjarnegara

Format rincian terlampir

NO

" b W KNP

0 00 N ]

RENJA 2025

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN BANJARNEGARA

LOKASI RENCANA ANGGARAN 2025 PREDIKSI ANGGARAN 2026
KECAMATAN BANJARNEGARA Rp 10.072.593.303 Rp 10.094.006.763
KELURAHAN SEMAMPIR Rp 722.916.350 Rp 835.300.000
KELURAHAN PARAKANCANGGAH  Rp 967.000.000 Rp 1.114.400.000
KELURAHAN WANGON Rp 580.000.000 Rp 582 000.000
KELURAHAN ARGASOKA Rp 1.087.920.000 Rp 1.433.840.000
KELURAHAN
KUTABANJARNEGARA Rp 553.673.030 Rp 658.718.900
KELURAHAN KARANGTENGAH Rp 587.800.000 Rp 859.300.000
KELURAHAN SOKANANDI Rp 1.002.520.000 Rp 1.117.520.000
KELURAHAN SEMARANG Rp 455.832.990 Rp 466.687.500
KELURAHAN KRANDEGAN Rp 546.211.790 Rp 876.825.000
TOTAL ANGGARAN 16.576.467.463 18.038.598.163
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra
2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam
program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing
program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 diperlukan rumusan
program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdapat beberapa

pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1) Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan
kebijjakan perencanaan pembangunan;

2) Keserasian dan  keterpaduan pembangunan baik  perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta
infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;

3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan
efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

4) Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/
wilayah;

5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 adalah sebagai

berikut:

1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 merupakan program/kegiatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan

69



2)

3)

pengembangan daerah Kabupaten Banjarnegara serta penyusunan
perencanaan anggaran(budgeting);

Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah
sebanyak 5 program yang terdiri lprogram pada Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang, 1 program Urusan Keuangan dan 4 program pada
Urusan Kewilayahan;

Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan pada
Urusan Administrasi Pemerintahan.,2 Kegiatan pada Program Pelayanan
Publik, 1 Kegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelurahan dan 1 Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan
Masyarakat Desa. Dan 1 Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan

Pemeritahan Umum.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Renja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 secara

total sebesar Rp.16.576.467.463 yang semuanya bersumber dari dana APBD

Kabupaten Banjarnegara.
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BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat

Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah

dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam

rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal

tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

L.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2025 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025
disepakati.

Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat
sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang
disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran
antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka
penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan
segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar

dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 15 Januari 2024

Plt/CAMA'I“UBANJARNEGARA
,; S 4T -~

?EN{ HARININGSIH S,Kom )
S e ~Pembina
NIP. 19690302 199903 2 002
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